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PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Tar
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Badak, 25 Desember
1990, agama Islam, pekerjaan Gojek, Pendidikan SMP,
tempat kediaman di Jalan Peningki Laid Gg. Mandar
No. 23 RT 13 Kelurahan Mamburungan, Kecamatan
Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan

Utara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 07 Juli 1987, agama Islam,
pekerjaan Motoris, Pendidikan SMP, tempat kediaman
di Jalan P. Aji Iskandar RT 11 Kelurahan Juata Laut,
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan, Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tarakan, dengan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 06
Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 08 April 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi
Kalimantan Utara Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/20/1V/2009 tanggal 11
April 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Juata Laut hingga
pisah;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Firsyansyah
Muhammad Rizqi bin Firman, lahir di Tarakan, 13 Januari 2010. Saat ini
diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan April tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan karena
keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat. Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat untuk
pindah rumah agar tidak berselisih faham dengan orangtua Tergugat,
namun Tergugat tidak tidak mau dengan alasan tidak bisa jauh dari
orangtua;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut bahwa pada tanggal 04 Maret
2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang
tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga
sekarang;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada pengugat untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun membina

rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat
»  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
6473046512900001 tertanggal 04-04-2019 bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
»  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/20/1V/2009 tanggal 11
April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Timur, bukti
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surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P2;
2. Bukti Saksi
a. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman
di Jalan Peningki Laid RT.13 No.23, Kelurahan Mamburungan,
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
> Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Saudara Kandung Penggugat;
> Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
> Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal di kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan;
» Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
> Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik
saja, namun saat ini tidak baik lagi;
> Bahwa sepengetahuan saksi sering melihat Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar mulut sejak setahun lalu;
> Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat adalah pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
> Bahwa yang saksi ketahui Pengggat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
» Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat dengan
pulang ke rumah orang tuanya;
> Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
» Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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b. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Jalan Peningki Laid RT.13 No.01, Kelurahan
Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

> Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

> Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

> Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat

terakhir tinggal di kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan;

> Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak;
> Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik saja, namun saat ini tidak baik lagi;

> Bahwa sepengetahuan saksi sering melihat Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar mulut sejak sekitar awal tahun tahun
2019;

> Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat adalah pihak keluarga Tergugat
selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

> Bahwa yang saksi ketahui Pengggat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
> Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat
dengan pulang ke rumah orang tuanya;

> Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak sudah tidak ada komunikasi yang baik
lagi;

> Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat
buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka
upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
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adalah sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, perkara ini menjadi kompetensi relatif dan merupakan wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan dalam memeriksa dan memutus perkara
a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 8 April 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki
kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
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sebanyak 2 (dua) orang, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum
memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian
satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat
materill sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang
dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut :

» Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

melaksanakan perkawinan pada tanggal 8 April 2009;

» Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan;

> Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan

Tergugat belum dikaruniai keturunan;

» Bahwa sejak bulan tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama adalah Penggugat;

» Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan tidak ada harapan untuk kembali
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rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat
telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah
tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga
seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka
diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula
harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan
akan mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau mafsadat daripada
maslahat bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at
Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada

mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

dlasl cl> Gl paio awwlaslls o

Artinya :  “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil

kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan
pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

wolall ade sl lezg i) azg il a, o as auil 5l
)
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Artinya :  “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami

dengan talak satu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup
alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk
mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat,
sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka
berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in shughra dari Tergugat atas diri
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Khalishatun
Nisa, S.H.l.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.l., M.Pd. dan Hudan
Dardiri Asfaq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.l., M.Pd. Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I
Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

Disclaimer

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp475.000,00
4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp591.000,00
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(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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